PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG3
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 17 TAHUN 1960
TENTANG
KEWAJI BAN MELAPORKAN MEMBERI KETERANGAN- KETERANGAN MENGENAI
GERAK- GERI K KAPAL

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A SELAKU
PENGUASA PERANG TERTI NGGE ,

Meni nbang:

1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban unmum serta
pertahanan diperairan |ndonesia,perlu diadakan peraturan
tentang kewajiban el apor kan/ menber i ket erangan nengenai
ger ak-geri k kapal ;

2. bahwa perlu neninjau kenbali Keputusan Penguasa Perang Pusat
Kepal a Staf Angkatan Laut No. A 21/2/2 tanggal 20 Pebruari
1958,;

Mengi ngat :

1. Keput usan- keput usan Presi den Republik Indonesia No. 315 tahun

1959 dan No. 3 tahun 1960;

2. Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 22 - Tanbahan Lenbaran- Negara
No. 1942) tentang Perairan |ndonesi a,

3. Pasal 6l1a Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 22
tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1997);

4. Pasal - pasal 10 ayat (2), 12 berhubungan dengan pasal - pasal 36,
47 ayat (1), 50, 51 dan 58 Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959
No. 139
Tanbahan Lenbar an- Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya.

Menmut uskan

Pertama: Mencabut keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
Angkatan Laut No. A 21/2/2 tanggal 20 Pebruari 1958;

Kedua : Menet apkan :
Per aturan tentang kewaji ban nel aporkan dan nenberi ket erangan-
ket erangan nengenai gerak-gerik kapal .

Pasal 1.

(1) Barangsiapa nengetahui gerak-gerik kapal, baik kapal nasiona
maupun kapal asing yang nencuri gakan, nengganggu keamanan dan
keterti ban unmum diperairan Indonesia, waktu yang sesingkat-
si ngkat nya  nmenur ut per hitungan yang | ayak di waj i bkan
nmel apor kan kej adi an tersebut kepada Pej abat-pejabat Angkatan
Laut, Syahbandar Territorial Angkatan Darat atau Panongpraj a/



Panong Desa setenpat yang terdekat.

(2) Pej abat - pej abat yang tersebut pada ayat (1) pasal ini diwajibkan

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

dengan segera neneruskan |aporan yang di maksudkan dal am ayat
(1) pasal ini kepada Pejabat Angkatan Laut yang terdekat.

Pasal 2.

Bar angsi apa nenol ak atau dengan sengaja nelalaikan untuk
menmenuhi  kewaj i ban yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1)
Peraturan ini, dihukum dengan hukuman;

a. sebagai mana yang tel ah ditentukan dal am pasal 47 ayat
(1) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah
hukuman kurungan sel ana-1amanya senbilan bulan atau
denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah, vyaitu
apabila tindak-pidana ini di | akukan didaerah yang
ber | angsung dal am keadaan darurat sipil; atau

b. sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 50
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah
hukuman penjara selama-lamanya |inma tahun atau denda
setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, yaitu apabila
ti ndak- pidana ini dilakukan didaerah yang berlangsung
dal am keadaan darurat mliter atau keadaan perang.

Anggaut a- anggauta badan penerintahan sipil atau pegawai-
pegawai sipil yang nenolak atau dengan sengaja nelalai kan
unt uk menenuhi kewaji ban yang ternaktub dal am pasal 1 ayat (2)
Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagai mana yang tel ah
di tentukan dalam pasal 51 Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang No. 23 tahun 1959 (Lenbar an- Negara tahun 1959 No.
1 39) ialah hukuman penjara sel ama-1 amanya |inma tahun.
Apabi | a yang nenol ak atau yang dengan sengaj a nel al ai kan unt uk
menmenuhi  kewaj i ban yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2)
Peraturan ini adal ah seseorang yang terhadapnya berl aku hukum
pidana tentara, selama dan sekedar tidak diancam dengan
hukuman yang | ebi h berat ol eh atau berdasarkan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Tentar a, di hukum dengan  hukuman
sebagai mana yang tel ah di tent ukan bagi anggaut a- anggauta badan
pernerintahan sipil atau pegawai - pegawai sipil.

Pasal 3.

Ti ndak- pi dana, yang tersebut dal am pasal 2 ayat (1)a Peraturan
ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139) adal ah  termasuk
pel anggar an.

Ti ndak- pi dana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1)b, (2)dan
(3) Peraturan ini, sebagainmana yang telah ditentukan dal am
pasal 58 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139) adal ah
t er masuk kej ahat an

Pasal 4.



Dengan tidak nengurangi ketentuan yang tersebut dal am pasa
ayat (1) Peraturan ini, Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah
yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat
mliter dan keadaan perang.

Pasal 5.
Peraturan ini nulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara
Republ i kK I ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desenber 1960.
Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan
Per ang Republ ik | ndonesia sel aku
Penguasa Perang Tertinggi, Pejabat

SUKARNO.
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Sekretaris Negar a,
SANTCSO.
PENJELASAN

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NGA
No. 17 TAHUN 1960
t ent ang
KEWAJI BAN MELAPORKAN MEMBERI KETERANGAN- KETERANGAN
MENGENAI GERAK- GERI K KAPAL.

PENJELASAN UMUM

Bahwasanya untuk kepentingan keamanan dan Kketertiban unmum
serta pertahanan diperairan Indonesia. perlu diadakan peraturan
tentang kewaji ban nel apor kan/ menberi ket erangan- ket erangan nmengenai
ger ak-geri k kapal .

Dal am hubungan itu perlu diingat, bahwa kewajiban nenberikan
segal a ket erangan yang di perl ukan ol eh Penguasa Keadaan Bahaya bagi
senua orang seperti yang dimaksudkan dalam pasal 12 ayat (1)
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an-Negara tahun 1959 No. 139) adalah hanya dinmngki nkan
apabila sedang berlangsung dalam keadaan darurat mliter
(di hubungkan dengan pasal 23 dari pada peraturan itu) dan/atau
dal am keadaan perang (di hubungkan dengan pasal 36 dari pada
peraturan itu).

A eh karenanya nmaka kewajiban nenberikan segala Kketerangan



yang di perl ukan ol en Penguasa Keadaan Bahaya bagi senua orang yang
berada didaerah yang sedang berlangsung dalam keadaan darur at
sipil, perlu dicari dasar hukum yang lain, yaitu pasal 10 ayat (2)
dan sanksinya dalam pasal 47 ayat (1) dihubungkan dengan
kwal i fi kasi tindak-pi dananya dal am pasal 58 Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun
1959 No. 139). Hal itu ditunjukkan oleh pasal 2 ayat (1) a
di hubungkan dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan
i ni

Adapun kewajiban tersebut bagi senmua orang yang berada
di daerah yang sedang berl angsung dal am keadaan darurat mliter atau
keadaan perang ditunjukkan oleh pasal 2 ayat (1) b dihubungkan
dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) Peraturan ini,
ber dasarkan pada pasal 12 ayat (1) berhubungan dengan pasal -pasa
23, 36, 50 dan 58 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No.
23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Kewaj i ban itu dal am rangka kewajiban terhadap penyel enggaraan
keamanan dan ketertiban umum serta pertahanan, bagi nereka yang
t er hadapnya ber| aku hukum pi dana tentara, m sal nya anggota Angkat an
Perang, harus |ebih dirasakan dari pada bagi nereka yang tidak
t unduk di bawah hukum pi dana tentara.

A eh karena itulah, maka sanksi hukuman bagi nereka yang
tunduk di bawah hukum pidana tentara tersebut, selama dan sekedar
ti dak di ancam dengan hukuman yang | ebi h berat ol eh atau berdasarkan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, adalah |ayak apabila
tidak lebih ringan dari pada sanksi hukuman bagi sesanma pegawai
negeri |ainnya yang tidak tunduk di bawah hukum pi dana tentar a.

Hal itu ditunjukkan oleh pasal 2 ayat (3) berhubungan dengan
pasal -pasal 1 ayat (2) dan 3 ayat (2) Peraturan ini.

Kewaj i ban tersebut diatas tadi bagi pegawai negeri, baik yang
tunduk di bawah hukum pidana tentara, maupun yang tidak tunduk
di banvah hukum pi dana tentara, berlaku disel uruh wlayah Negara yang
ber | angsung dal am keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darur at
sipil, keadaan darurat mliter atau keadaan perang (pasal 4
Peraturan ini, berdasarkan pasal 12 ayat (1) berhubungan dengan
pasal - pasal 23 dan 36 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
No. 23 tahun 1959 (Lenbar an-Negara tahun 1959 No. 139).

Sel anj utnya tidak menerl ukan penj el asan pasal dem pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1960/ 161; TLN NO 2108



